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Investigation,  East  Kalimantan sing a juridical-empirical method, which examines the
Regional Police. implementation of legal norms in actual law enforcement
practices within society. Primary data were obtained
through in-depth interviews with investigators from the
Directorate of Narcotics Investigation of the East
Kalimantan Regional Police, individuals who have
experienced the narcotics law enforcement process,
expert witnesses, and affected parties. The results
indicate that the law enforcement procedures for
narcotics crimes within the East Kalimantan Regional
Police generally follow the applicable legal framework,
particularly Law Number 35 of 2009 concerning
Narcotics and criminal procedural law. This study
concludes that effective narcotics law enforcement
requires strengthening the capacity of law enforcement
officers, improving inter-agency coordination, and
enhancing public legal awareness to support more
effective law enforcement practices.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan dengan maraknya kasus narkotika yang terjadi khususnya di
wilayah Kalimantan Timur, dan juga mengidentifikasi terkait prosedur penegakan hukum yang
diterima Masyarakat saat menghadapi kasus tindak pidana narkotika. Dalam dunia medis,
penggunaan narkotika sangat diperlukan dalam penanganan rasa sakit dan telah terbukti efektif
dalam menangani gangguan kesehatan mental, dengan syarat penggunaannya dilakukan di bawah
pengawasan (UNODC, 2009). Namun, penggunaan dalam dosis yang berlebihan dapat
menimbulkan dampak yang serius pada individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkotika
merupakan ‘extraordinary crime’ secara global, yang secara mendalam mengancam masa depan
generasi dengan merusak populasi suatu bangsa (Yunus, Nurhalimah, Nasution, & Romlah, 2022).
Di seluruh dunia, penyalahgunaan narkotika terus meningkat, dengan lebih dari 269 juta orang
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terdampak pada tahun 2018, yang menunjukkan besarnya pengaruh permasalahan ini (Sinaga,
2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap kejahatan narkotika di wilayah hukum Polda
Kalimantan Timur telah mengalami evolusi fundamental, bergerak dari pola transaksional tatap
muka menuju modus operandi berbasis teknologi (cyber-enabled crime) dengan tingkat
kerahasiaan tinggi. Para sindikat kini cenderung mengadopsi sistem "sel terputus” (broken cell
system) yang dikombinasikan dengan pemanfaatan jasa ekspedisi logistik dan media sosial, sebuah
strategi yang dirancang khusus untuk memutus mata rantai pembuktian antara bandar utama dan
kurir lapangan (Rumainur, 2022). Selain itu, teknik penyembunyian barang bukti (concealment)
juga semakin canggih; jika sebelumnya modus "bungkus Teh Cina™ menjadi primadona, temuan
terbaru di lapangan menunjukkan adanya kamuflase menggunakan kemasan makanan ringan atau
permen (seperti kasus kemasan permen kopi) untuk mengelabui prosedur pemeriksaan standar
petugas (Amalia, Asmadins, & Suhayati, 2020). Fenomena ini menuntut adanya adaptasi prosedur
penyelidikan yang tidak lagi sekadar mengandalkan pengawasan fisik, melainkan juga
kemampuan forensik digital.

Posisi Kalimantan Timur yang Kini bertransformasi menjadi wilayah penyangga Ibu Kota
Nusantara (IKN) membawa konsekuensi keamanan yang signifikan, mengubah status wilayah ini
dari sekadar jalur transit menjadi daerah tujuan pemasaran (destination) narkotika internasional
(Gafar, 2012). Kerentanan ini diperparah oleh kondisi geografis yang berbatasan darat dan laut
dengan negara tetangga (Malaysia), yang membuka celah bagi masuknya narkotika melalui “jalur
tikus™ (illegal entry points) yang minim pengawasan (Amalia, Asmadins, & Suhayati, 2020).
Sindikat internasional memanfaatkan konektivitas lintas batas ini untuk memasok sabu dalam
jumlah besar, sebagaimana dibuktikan dengan pengungkapan kasus-kasus besar (seperti penyitaan
33 kg sabu di Samarinda) yang melibatkan jaringan lintas negara. Kondisi ini menempatkan
prosedur penegakan hukum di Polda Kaltim pada ujian berat, di mana yurisdiksi lokal harus
berhadapan dengan kejahatan yang bersifat transnasional.

Di sisi internal, upaya penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)
Polda Kaltim masih terhambat oleh kendala struktural klasik, yakni disparitas antara rasio jumlah
personel penyidik dengan luasnya cakupan wilayah geografis yang harus diawasi (Setiawan, Idi,
& Mardianto, 2023). Keterbatasan ini sering kali memaksa penyidik untuk memprioritaskan
penindakan pada kasus-kasus yang "tampak™ di permukaan, sementara aktor intelektual yang
beroperasi di balik layar sulit tersentuh akibat kurangnya sumber daya untuk melakukan
surveillance jangka panjang. Selain itu, terdapat pula tantangan regulasi berupa potensi tumpang
tindih kewenangan (overlapping authority) dalam penyidikan antara Polri dan BNN, yang jika
tidak dikelola dengan koordinasi yang baik, dapat menghambat efektivitas pemberantasan jaringan
di lapangan (Khrisna & Anggriawan, 2023). Hal ini menegaskan perlunya tinjauan ulang terhadap
standar operasional prosedur (SOP) agar lebih responsif terhadap kendala sumber daya yang ada.

Di sisi lain, realitas penegakan hukum di lapangan sering kali memunculkan perdebatan
prosedural yang kompleks, terutama terkait teknik penyelidikan khusus seperti pembelian
terselubung (undercover buy) yang rentan disalahartikan sebagai jebakan (entrapment) jika tidak
disertai administrasi yang ketat. Meskipun teknik ini sah secara undang-undang, pelaksanaannya
di lapangan kerap memicu polemik mengenai batas kewenangan penyidik dan potensi pelanggaran
hak tersangka apabila dilakukan tanpa surat perintah tertulis yang valid (Fahrezi & Gaol, 2024).
Selain itu, prosedur penangkapan yang dilakukan dalam situasi mendesak (in flagrante delicto)
juga memiliki risiko kesalahan prosedur atau error in persona (salah tangkap), yang menuntut
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adanya pertanggungjawaban yuridis yang jelas dari penyidik untuk memulihkan hak-hak korban
(Ruslie, 2025). Isu krusial lainnya adalah penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika terkait
rehabilitasi, yang sering kali menjadi titik sengketa antara penyidik, penuntut, dan masyarakat;
ketidakseragaman dalam asesmen terpadu (TAT) sering kali menyebabkan disparitas penanganan
di mana pengguna murni justru berakhir di penjara alih-alih mendapatkan hak pemulihan medis
(Kurniawatie, 2024).

Salah satu instrumen penyidikan yang paling krusial namun problematik dalam
pengungkapan jaringan narkotika adalah teknik pembelian terselubung (undercover buy).
Meskipun Undang-Undang Narkotika memberikan kewenangan khusus bagi penyidik untuk
menyamar, praktik di lapangan sering kali berada di wilayah abu-abu antara upaya pengungkapan
fakta dan tindakan provokasi tindak pidana (entrapment). Ketiadaan standar operasional prosedur
yang rigit sering kali menyebabkan penyidik terjebak dalam praktik excessive use of power, di
mana target yang awalnya pasif justru didorong untuk melakukan transaksi demi pemenuhan target
operasi (Fahrezi & Gaol, 2024). Akibatnya, validitas alat bukti yang diperoleh melalui metode ini
kerap dipertanyakan di persidangan karena dianggap melanggar prinsip due process of law, yang
menuntut agar penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum itu sendiri
(Manik, 2024). Dari pemaparan di atas maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana prosedur
penegakan hukum yang dilakukan ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur terhadap Masyarakat
yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kalimantan Timur?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripti-analitis.
Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam dinamika penyalahgunaan narkotika
dan dampak penegakan hukum pidana terhadap pelaku narkotika (Pambudi, 2024). Pendekatan
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial dan hukum terkait
penyalahgunaan narkoba serta menganalisis respons sistem hukum pidana terhadap fenomena ini
(Taena & Yusuf, 2025). mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan
hukum, serta menganalisis makna di balik tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
maupun pelaku tindak pidana narkotika.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi motif sosial, perilaku masyarakat,
dan kondisi kriminogen yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini
memberikan gambaran menyeluruh tentang penegakan hukum narkotika, yang sangat berguna
untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif. Data primer dalam
penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan utama (key
informant) yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai prosedur penegakan hukum narkotika
di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur.

Dalam konteks penelitian ini, wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih lengkap mengenai prosedur penegakan hukum narkotika di wilayah hukum
Polda Kalimantan Timur. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka dengan informan yang
relevan, seperti penyidik Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur, masyarakat yang pernah
berhadapan dengan tindak pidana narkotika, saksi ahli, korban, dan pelaku.

Dalam analisis kualitatif, peneliti bekerja dengan data yang telah dikumpulkan,
mengorganisirnya, dan memilahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola. Data kemudian
disistematiskan, dipilah berdasarkan kategori yang relevan dengan topik penelitian, serta dianalisis
untuk menemukan pola atau tema yang muncul. Proses ini penting untuk mendapatkan
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pemahaman yang lebih dalam tentang prosedur penegakan hukum narkotika di Polda Kalimantan
Timur, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Setelah data diklasifikasikan, analisis dilanjutkan dengan menginterpretasikan data yang
tersusun secara sistematis untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan terstruktur. Proses
ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil temuan yang relevan dengan
tujuan penelitian, dan untuk memastikan bahwa interpretasi yang diberikan berbasis pada data
yang valid dan sahih.

Metode analisis data yang digunakan bertujuan untuk menguraikan data secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga
memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Proses analisis dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data primer dan data sekunder (Widiarty, 2024)
(Creswell, 2009). Analisis data kualitatif ini mengacu pada pendekatan yang dijelaskan oleh
(Matthew & Huberman, 1994), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Dalam tahapan reduksi data, peneliti akan mengidentifikasi data yang
relevan dan mengeliminasi data yang tidak relevan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan
mengorganisir dan menyusun data secara sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan akan
dilakukan setelah pola-pola tertentu ditemukan dalam data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian

Konsentrasi Penduduk di Wilayah Perkotaan (Urban) Distribusi penduduk di wilayah
hukum Polda Kaltim terpusat secara signifikan di kawasan perkotaan yang menjadi sentra ekonomi
dan pemerintahan. Kota Samarinda mencatatkan diri sebagai wilayah dengan populasi terbesar,
yakni 881.225 jiwa (448.161 laki-laki dan 433.064 perempuan) dengan luas wilayah hanya 718
km2, menjadikannya salah satu titik terpadat yang rawan gesekan sosial dan kriminalitas. Disusul
oleh Kota Balikpapan dengan populasi 746.804 jiwa di area seluas 503,30 km?, serta Kabupaten
Kutai Kartanegara yang memiliki populasi 708.183 jiwa di wilayah seluas 27.263,10 km2.
Tingginya konsentrasi penduduk di ketiga wilayah ini, ditambah dengan Kota Bontang (264.082
jiwa di area 158,23 km?), menciptakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum karena
mobilitas masyarakat yang tinggi sering kali berbanding lurus dengan meningkatnya potensi
peredaran gelap narkotika.

Implikasi data terhadap penegakan hukum data demografi yang bersumber dari Intel Dasar
Polda Kalimantan Timur ini memberikan gambaran bahwa rasio polisi dan masyarakat serta
luasnya wilayah coverage menjadi variabel krusial dalam efektivitas penegakan hukum. Dengan
dominasi penduduk laki-laki (2.075.472 jiwa) dibanding perempuan (1.948.364 jiwa), serta
persebaran yang timpang antara wilayah urban yang padat dan wilayah rural yang luas,
Ditresnarkoba Polda Kaltim dihadapkan pada dualisme tantangan: pengawasan intensif di
kantong-kantong pemukiman padat penduduk serta monitoring jalur logistik di wilayah yang luas
dan sepi. Struktur demografis ini menjadi basis data penting dalam menganalisis modus operandi
dan peta kerawanan narkotika yang menjadi fokus dalam penelitian ini.
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Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Ditresnarkoba Polda
Kalimantan Timur

Berdasarkan temuan lapangan, prosedur awal penyelidikan tindak pidana narkotika di
Ditresnarkoba Polda Kaltim bertumpu pada dua sumber utama, yakni; Laporan Informasi (L1) dari
masyarakat dan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya . Hal ini sejalan dengan amanat
Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang
menjamin hak dan tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan informasi
terkait dugaan tindak pidana narkotika. Penyidik menekankan bahwa tidak ada dominasi absolut
antara kedua sumber tersebut, namun validitas informasi menjadi kunci utama sebelum tindakan
represif dilakukan, mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP Baru) kini memperketat standar "Bukti Permulaan yang Cukup” guna melindungi
hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Pernyataan dari pimpinan di tingkat manajerial tersebut menegaskan bahwa kepolisian
tidak dibenarkan bertindak secara spekulatif hanya berdasarkan informasi mentah dari masyarakat
maupun pengembangan sepihak. Secara yuridis, prosedur verifikasi berlapis ini merupakan bentuk
implementasi empiris dari Pasal 5 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Manajemen Penyidikan. Aturan tersebut secara imperatif mewajibkan penyelidik untuk
melakukan serangkaian tindakan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana.

Mekanisme verifikasi ketat ini menjadi filter pertama untuk memisahkan antara informasi
yang layak tindak lanjuti dengan informasi yang sumir, sekaligus mencegah terjadinya abuse of
power yang melanggar hak privasi warga negara. Pada tahap penangkapan, terdapat disparitas
tajam antara kepatuhan normatif yang diklaim penyidik dengan pengalaman empiris subjek hukum
di lapangan. Pihak penyidik berdalih bahwa dalam situasi tertangkap tangan (in flagrante delicto),
prioritas utama adalah tindakan represif berupa pengamanan tersangka dan barang bukti guna
mencegah hilangnya alat bukti.

Hal ini secara normatif memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), yang memberikan
pengecualian bahwa penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa surat
perintah, dengan syarat penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penyidik harus dilakukan
segera. Fakta lapangan menunjukkan adanya celah prosedural yang mengarah pada
maladministrasi; seorang tersangka mengungkapkan bahwa Surat Perintah Penangkapan baru
diperlihatkan jauh setelah penggeledahan selesai atau saat tiba di kantor polisi, bukan pada
kesempatan pertama yang memungkinkan.

Hal ini dikonfirmasi oleh penasihat hukum yang menyoroti bahwa keterlambatan
penunjukan administrasi penyidikan tersebut berpotensi melanggar prinsip due process of law serta
ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP Baru), yang mewajibkan petugas untuk memperlihatkan surat perintah tugas seketika itu
juga. Pernyataan manajerial tersebut merupakan manifestasi empiris dari pembatasan ketat yang
diamanatkan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini secara imperatif
mewajibkan bahwa teknik penyidikan khusus seperti undercover buy hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan penyidik. Frasa "persetujuan pimpinan secara
berjenjang” yang diungkapkan oleh Kasubdit Il bermakna bahwa proses tersebut harus tertuang
dalam sebuah Surat Perintah Penugasan khusus sebelum eksekusi dilakukan. Legalitas formil ini
merupakan syarat mutlak keabsahan tindakan; ketiadaan surat perintah tertulis akan mengubah
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status tindakan penyidik dari operasi penegakan hukum yang sah menjadi praktik penjebakan
ilegal (illegal entrapment), yang pada gilirannya dapat membatalkan seluruh alat bukti
(menggunakan doktrin fruit of the poisonous tree) di muka persidangan.

Kepatuhan Administratif dalam Proses Pemeriksaan (BAP) Pada tahapan pemeriksaan pro-
justitia atau pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), temuan penelitian menunjukkan adanya
kepatuhan prosedural yang cukup tinggi dari penyidik Ditresnarkoba Polda Kaltim. Berdasarkan
pengakuan tersangka, proses BAP telah dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip non-self-
incrimination, di mana tersangka diberikan kebebasan memberikan keterangan tanpa tekanan,
didampingi oleh penasihat hukum sejak awal, serta diberikan kesempatan untuk membaca ulang
seluruh isi berita acara sebelum menandatanganinya guna memastikan kesesuaian fakta. Praktik
ini selaras dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP Baru), yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak-hak tersangka dan
menyediakan bantuan hukum, khususnya bagi ancaman pidana di atas 5 tahun atau pidana mati.
Dalam konteks ini, aspek formalitas hukum (formal defense) telah terpenuhi dengan baik, di mana
administrasi penyidikan mencerminkan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana standar
hukum acara pidana modern.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di
Wilayah Hukum Polda Kalimantan Timur

1. Faktor Hukum

Kendala substansial terbesar dari arsitektur undang-undang ini adalah adanya disparitas
norma yang dalam praktik peradilan kerap menjelma menjadi celah multitafsir ("pasal karet™).
Titik krisisnya terletak pada kaburnya demarkasi yang limitatif dalam mendikotomi status
pelaku, khususnya antara kualifikasi pengguna murni, kurir, dan pengedar. Frasa "memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan" yang termaktub dalam Pasal 112 (untuk golongan
| bukan tanaman) secara sosiologis sangat rentan menjerat pengguna murni yang seharusnya
diakomodasi oleh Pasal 127 (penyalahguna/rehabilitasi). Secara logis, seorang pecandu pasti
"menguasai’ atau "menyimpan” narkotika sebelum mengonsumsinya. Ketiadaan tolak ukur
niat jahat (mens rea) yang jelas di dalam undang-undang (apakah barang tersebut dikuasai
untuk dipakai sendiri atau untuk diedarkan) menciptakan ruang abu-abu yang sangat
membingungkan dalam penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memegang peranan sentral karena hukum yang tertulis di atas
kertas sangat bergantung pada interpretasi dan eksekusi aparat di lapangan. Pada
Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur, aparatur penegak hukum secara faktual dihadapkan
pada tantangan struktural berupa disparitas nyata antara tingginya beban kerja (workload)
dengan ketersediaan jumlah personel.

Mitigasi dari dimensi kualitas dan kompetensi spesifik, tantangan penegakan hukum di
era modern semakin kompleks. Mengingat sindikat narkotika saat ini lazim beroperasi
menggunakan skema cyber-enabled crime (pemanfaatan teknologi digital dan media sosial),
penyidik dituntut memiliki keahlian investigasi berbasis teknologi yang mumpuni. Namun
faktanya, belum seluruh personel penyidik dibekali dengan sertifikasi keahlian khusus, seperti
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kualifikasi penyidik narkoba tingkat lanjut maupun kemampuan IT Forensics. Persoalan
teknis operasional, aspek yang paling fundamental dalam faktor penegak hukum adalah
mentalitas dan integritas personal. Temuan lapangan dari perspektif praktisi hukum
mengungkap adanya realitas yang kontradiktif dengan idealisme kepolisian. Menyadari
tingginya kerentanan pada aspek kualitas SDM dan mentalitas penyidik di lapangan, institusi
Polri memfungsikan mekanisme Pengawasan Penyidikan (Wasidik) sebagai katup pengaman.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan fasilitas merupakan prasyarat mutlak (conditio sine qua non)
agar aparatur penegak hukum dapat menjalankan wewenangnya secara optimal. Di
lingkungan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur, instrumen dukungan finansial secara
formal telah terakomodasi melalui alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
pelaksanaannya dalam beberapa perkara sering kali masih terjebak pada ranah pemenuhan
formalitas administratif kelengkapan berkas semata. Sarana scientific tersebut belum
dieksploitasi secara komprehensif untuk merangkai konstruksi pembuktian yang utuh.
Kegagalan dalam mengoptimalkan instrumen ilmiah ini berakibat pada masih tingginya
ketergantungan penyidik terhadap keterangan atau pengakuan tersangka sebagai alat bukti
primer. Dalam paradigma hukum acara pidana (due process of law), model penyidikan yang
berorientasi pada pengakuan (confession-oriented) sangatlah berbahaya dan rapuh;

4. Faktor Masyarakat

Temuan lapangan menunjukkan bahwa respons masyarakat di wilayah hukum Polda
Kalimantan Timur, khususnya di kawasan yang dilabeli sebagai "zona merah™ peredaran
narkotika , masih menunjukkan gejala ambivalensi sosiologis yang sangat kuat. Sikap resisten
dan apatis ini lahir bukan semata-mata karena masyarakat secara inheren mendukung
kejahatan narkotika, melainkan didorong oleh rasionalisasi sosial dan psikologis yang
kompleks. Kondisi masyarakat yang ambivalen ini membawa implikasi langsung terhadap
tantangan operasional kepolisian, Kkhususnya terkait pengelolaan informasi intelijen.
Mengingat tingginya potensi bias dari informasi yang beredar di masyarakat.

5. Faktor Budaya

Hukum tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan berinteraksi secara dinamis
dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat setempat. Kondisi sosiokultural di Kalimantan
Timur, yang secara historis dan demografis diwarnai oleh kuatnya ikatan komunal dan
kekerabatan, menghadirkan tantangan kultural yang cukup berat bagi proses penyidikan
tindak pidana narkotika. Solidaritas komunal yang tinggi (yang pada dasarnya merupakan
nilai luhur) dalam konteks penegakan hukum kerap bermutasi menjadi tameng pelindung bagi
pelaku kejahatan. Untuk membongkar resistensi kultural tersebut, aparat penegak hukum
menyadari bahwa supremasi hukum tidak dapat ditegakkan secara absolut hanya dengan
mengandalkan pendekatan kekuasaan yang represif (hard approach). Diperlukan seni
pemolisian yang adaptif terhadap kearifan lokal. Aspek etiologi kriminologi (ilmu tentang
sebab-musabab kejahatan), budaya instan dan pergeseran nilai (cultural decadence) di
masyarakat lapis bawah turut memfasilitasi suburnya regenerasi pelaku tindak pidana
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narkotika. Kejahatan ini tidak selalu digerakkan oleh niat jahat (mens rea) yang murni sejak
awal, melainkan merupakan akumulasi dari tekanan struktural dan sosiologis.

B. Pembahasan/Diskusi

Pembahasan difokuskan pada analisis kesesuaian antara praktik prosedur di lapangan
dengan standar operasional prosedur (SOP) dan prinsip due process of law, serta analisis
mendalam mengenai pengaruh faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya terhadap
efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah
Kalimantan Timur.

1. Analisis Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Kesenjangan Administrasi dalam Upaya Paksa dan Eksploitasi In Flagrante Delicto, Prosedur
awal penindakan, yang meliputi penangkapan dan penggeledahan, merupakan fase paling krusial
sekaligus paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Analisis lapangan menunjukkan
bahwa praktik upaya paksa ini sering kali bergesekan secara diametral dengan prinsip kepastian
hukum.

Pengendalian Chain of Custody dan Mekanisme Gelar Perkara sebagai Benteng Pembuktian,
berbeda dengan temuan pada tahap awal upaya paksa yang sarat akan celah administratif, prosedur
penyitaan dan pengelolaan barang bukti di Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur menunjukkan
tingkat kepatuhan prosedural (procedural compliance) yang jauh lebih rigid dan terukur. Dalam
kerangka teori pembuktian hukum pidana dan parameter Due Process of Law, integritas alat bukti
merupakan roh dari peradilan yang adil.

Ketegangan Birokratis dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas dan Bantuan Hukum, Dalam
paradigma Due Process of Law, pemenuhan hak tersangka tidak boleh dimaknai secara sempit
sebagai sekadar pemenuhan syarat administratif (formal defense), melainkan harus menjamin
kebebasan dan keleluasaan akses untuk membangun pembelaan yang substantif (material
defense).

2. [Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Celah Normatif, Moral Hazard, dan Ketergantungan pada Pengakuan (Faktor Hukum,
Penegak Hukum, Sarana), determinan utama yang menghambat efektivitas hukum adalah adanya
cacat substansial pada arsitektur hukum itu sendiri. Ambiguitas UU Narkotika terkait demarkasi
kurir dan pengguna menciptakan celah multitafsir yang mematikan bagi kepastian hukum.

Patologi Sosial-Kultural: Tinjauan Teori Asosiasi Diferensial (Faktor Kebudayaan &
Masyarakat). Ketidakefektifan penegakan hukum narkotika tidak dapat disembuhkan hanya
menggunakan prosedur pemenjaraan semata. Resistensi Kultural (Code of Silence) dan Apatisme
Publik (Faktor Masyarakat & Kebudayaan). Penegakan hukum represif berhadapan diametral
dengan tembok resistensi kultural masyarakat, khususnya di "zona merah" peredaran narkoba.
Kuatnya solidaritas komunal sering kali mewujud menjadi upaya melindungi pelaku dari incaran
aparat hukum.

Apatisme masyarakat di zona merah peredaran narkoba dipicu oleh ketakutan masyarakat
berurusan dengan birokrasi aparat penegak hukum yang sering kali dianggap merepotkan,
intimidatif, atau bahkan berisiko terhadap keamanan personal mereka pasca-penindakan
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Dinamika Prosedur Penegakan Hukum dan Parameter Due Process of Law, dalam
pelaksanaan prosedur penegakan hukum oleh Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur
mencerminkan adanya dualisme yang paradoks antara idealisme normatif dan realitas operasional.
Pada satu sisi, terdapat kecenderungan kuat diterapkannya Crime Control Model pada fase awal
penindakan, dimana urgensi taktis dalam situasi tertangkap tangan sering kali dijadikan justifikasi
untuk mengabaikan kelengkapan administrasi penyidikan di tempat kejadian perkara.

Hal ini divalidasi oleh temuan adanya penundaan penunjukan surat perintah penangkapan
yang mencederai hak tersangka atas kepastian hukum sejak detik pertama perampasan
kemerdekaan . Namun, di sisi lain, institusi telah menunjukkan akuntabilitas yang sangat tinggi
dalam pengelolaan barang bukti melalui mekanisme chain of custody yang rigid dan transparan
dengan melibatkan saksi sipil. Meskipun aspek formalitas dalam pembuatan Berita Acara
Pemeriksaan telah menjunjung tinggi prinsip non-self-incrimination, masih ditemukan hambatan
birokrasi pada aksesibilitas fisik bagi penasihat hukum di lingkungan rutan yang berpotensi
mereduksi kualitas pembelaan materiil tersangka.
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